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—
Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 2013 yang diubah menjadi PP Nomor 75 tahun 2021

tentang Statuta Universitas Indonesia (Ul) menuai kritikan luas. Pasalnya, PP yang baru memungkinkan rektor Ul
menjadi komisaris di BUMN, sementara dalam PP yang lama rektor dilarang menjabat di BUMN atau BUMD.
Perubahan PP tentang Statuta Ul melalui sebuah proses yang panjang hingga akhirnya diteken oleh Presiden Joko
Widodo (Jokowi). Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Ul, Saleh Husin menjelaskan, proses revisi PP itu sudah
berlangsung sejak 2019. Proses itu dimulai dengan menampung usulan dari empat organisasi di Ul, yakni Majelis
Wali Amanat Ul, Dewan Guru Besar (DGB), Senat Akademik (SA), dan Eksekutif/Rektorat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rektor Ul Ari Kuncoro saat ini merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris
Bank BUMN. Sebelum statuta direvisi, banyak pihak menilai Ari Kuncoro melanggar aturan. Sebab, dalam statuta
lama atau PP 68/2013, Pasal 35 huruf c, melarang rektor rangkap jabatan sebagai pejabat perusahaan
BUMN/BUMD. Akan tetapi, PP 75/2021 mengubah diksi ‘pejabat’ menjadi ‘direksi’. Dalam Pasal 39 huruf c,
menyebut rangkap jabatan rektor di BUMN/BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi. Artinya, ada celah untuk
rangkap jabatan di posisi lain karena tidak disebutkan dalam pasal tersebut. Berikut isi Pasal 39 PP 75/2021: Rektor
dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai: a. pejabat struktural pada
perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; b. pejabat struktural pada
instansi pemerintah pusat maupun daerah; c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau
d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta
Universitas Indonesia (Ul) oleh Presiden Joko Widodo menjadi preseden buruk. Ketua Departemen Politik Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) PKS Nabil Ahmad Fauzi menyebut penerbitan PP tersebut justru menarik mundur upaya
pembangunan etika publik.
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